
 

 

PERATURAN BUPATI BREBES 

NOMOR      33     TAHUN 2021 

TENTANG 

MEKANISME TATA KELOLA PENERIMAAN BIAYA PEMELIHARAAN  

(RETENSI 5%) YANG TIDAK DIAJUKAN PENCAIRANNYA  

OLEHPIHAK KETIGA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BREBES, 

 

Menimbang : a. 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

bahwaberdasarkanpertimbanganrekanan / 

pihakketigatidakmengajukanpencairanbiayapemeliharaan 

(retensi 5%) melebihibataswaktu yang telahditentukanselama 

90 (sembilanpuluh)harikalendersejakjatuh tempo masa 

pemeliharaan, perluadanyapedoman yang 

mengaturmekanismetatakelolapenerimaanbiayapemeliharaan 

(retensi 5%) yang tidakdiajukanpencairannyaolehpihakketiga. 

bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudhuruf 

aperlumenetapkanPeraturanBupatitentangMekanisme Tata 

KelolaPenerimaanBiayaPemeliharaan(Retensi 5%) yang 

TidakDiajukanPencairannyaolehPihakKetiga;  

 

Mengingat : 1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah (Berita NegaraRepublik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 42); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 



 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573) 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5155) 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6041 ); 



 

9. 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman TeknisPengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME TATA KELOLA 

PENERIMAAN BIAYA PEMELIHARAAN (RETENSI 5%) YANG 

TIDAK DIAJUKAN PENCAIRANNYA OLEH PIHAK KETIGA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Daerah adalahBupatidanPerangkat Daerah 

sebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahan Daerah. 

2. BupatiadalahBupatiBrebes. 

3. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang 

karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan 

pengelolaan keuangan daerah. 

4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, 

dan pengawasan keuangan daerah. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan 



disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 

adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang 

melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

7. PejabatPengelolaKeuangan Daerah yang selanjutnyadisingkat PPKD 

adalahKepalaSatuanKerjaPengelolaKeuangan Daerah (SKPKD) yang 

mempunyaitugasmelaksanakanpengelolaan APBD 

danbertindaksebagaiBendaharaUmum Daerah. 

8. BendaharaUmum Daerah yang selanjutnyadisingkat BUD adalah PPKD yang 

bertindakdalamkapasitassebagai BUD. 

9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening 

tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk 

menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar 

seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang 

kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 

11. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

PPK – Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata 

usaha keuangan pada Perangkat Daerah. 

12. Mekanismepencatatanadalahsistem yang mencakupteknikpencatatan yang 

merupakan sub sistemdariSistemAkuntansiberbasisAkrual. 

13. MekanismePelaporanadalahsistem yang 

mencakupcarapelaporanpadasistemakuntansiberbasisakrualsehinggamengha

silkanlaporankeuanganPerangkat Daerah 

danKonsolidasilaporankeuanganPemerintah Daerah. 

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat daerah yang selanjutnya disebut 

DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, 

dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 

pengguna anggaran. 

15. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen 

yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai 

dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran. 

16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 

dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas 

pelaksanaan kegiatan Bendahara Pengeluaran dan / atau Bendahara 

Pengeluaran Pembantu untuk mengajukan permintaan pembayaran. 



17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen 

yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk 

penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA 

Perangkat Daerah. 

18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh 

Kuasa BUD berdasarkan SPM. 

19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah 

selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) 

periode anggaran. 

 

 

BAB II 

TATA KELOLA PENERIMAAN BIAYA PEMELIHARAAN (RETENSI 5%) YANG  

TIDAK DIAJUKAN PENCAIRANNYA OLEH REKANAN / PIHAK KETIGA 

BagianKesatu 

Penganggaran 

Pasal 2 

(1) Pendapatandanbelanja yang bersumberdaribiayapemeliharaan(retensi 5%) 

dan hutang kegiatan dianggarkandalam APBD berdasarkanpembebanan 

yang ditetapkanolehpemerintahsesuaiperaturanperundang-undangan. 

(2) Penganggaransebagaimanadimaksudpadaayat (1) diakomodirdalam RKA dan 

DPA Perangkat Daerah / 

SKPKDpenerimapendapatandanbelanjaatasbiayapemeliharaan(retensi 5%). 

(3) Tata caradan format penyusunan RKA dan DPA 

sebagaimanadimaksudpadaayat (2) 

dilakukansesuaidenganketentuantentangpedomanpenyusunan APBD. 

 

BagianKedua 

PenyesuaianPaguPendapatandanbelanja 

Pasal3 

(1) Penerimaan Lain-Lain PendapatanAsli Daerah yang 

berupapenerimaanbiayapemeliharaan (retensi 5%) danhutangkegiatan yang 

tidakdicairkanpihakketigadapatdilaksanakandalamtahunanggaranberjalan. 

(2) Pendapatansebagaimanadimaksudpadaayat (1) 

dilakukanpenyesuaianpagubelanjabiayapemeliharaan (retensi 5%) dalam 

DPA Perangkat Daerah / SKPKD. 



(3) Penyesuaianpagubelanjasebagaimanadimaksudpadaayat (2) 

dilakukanmelaluirevisi DPA yang diajukankepada PPKD 

melaluimekanismepergeseran / perubahan DPA. 

(4) Penyesuaianpagubelanjasebagaimanadimaksudpadaayat (2) 

adalahsebesarpenerimaan Lain-Lain PendapatanAsli Daerah 

sebagaimanadimaksudpadaayat (1) 

dandilaksanakansampaidenganakhirtahunanggaranberjalan. 

 

BagianKetiga 

PelaksanaandanPenatausahaan 

Pasal 4 

(1) Pengeluaranatasbiayapemeliharaan(retensi 5%) dan hutang kegiatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(1)dilakukanmelaluimekanismepengajuan SPM dengannamapenerimanya 

RKUD. 

(2) Dalampengajuan SPM sebagaimanadimaksudpadaayat (1) 

melampirkandokumenpendukung,meliputi : 

a. KeputusanBupatitentangpenetapanpenerimaan lain-lain 

pendapatanaslidaerahdarihutangpemeliharaanPemerintahKabupatenBreb

esataspekerjaantahun 2010 – 2012 yang tidakdicairkanpihakketiga. 

b. KeputusanBupatitentangpenetapanpenerimaan lain-lain 

pendapatanaslidaerahdarihutangkegiatanPemerintahKabupatenBrebesata

spekerjaantahun 2013 – 2014 yang tidakdicairkanpihakketiga. 

c. Surat TandaSetoran (STS) sebagaibuktipenerimaanlain – lain 

PendapatanAsliDaerah. 

(3) Kuasa BUD akanmemproses SPM sebagaimanadimaksudpadaayat (1) 

menjadi SP2D sebagaipenerimaanlain–lain PendapatanAsliDaerah. 

(4) Dalamhalsetelahdilakukannyapenerbitan 

SP2Dsebagaimanadimaksudpadaayat (3), 

tetapidikemudianhariterdapatpihakketiga yang 

menuntutuntukpencairanjaminanpemeliharaan (retensi 5%) atau hutang 

kegiatan dengandisertaidokumenpendukung yang benardansah, 

makaharusdianggarkankembalidalam APBD 

sesuaidenganketentuantentangpedomanpenyusunan APBD. 

Pasal 5 

(1) Pengeluaranatasjaminanpemeliharaan(retensi 

5%)dilakukanmelaluimekanismepengajuan SPM Non 

Anggarandengannamapenerimanya RKUD.  



(2) Dalampengajuan SPM sebagaimanadimaksudpadaayat (1) 

melampirkandokumenpendukungmeliputi : 

a. DaftarNominatifatasjaminanpemeliharaan (retensi 5%) yang 

tidakdicairkanpihakketigasehinggadananya masihberada di RekeningKas 

Non Anggaran; dan 

b. Surat TandaSetoran (STS) sebagaibuktipenerimaan lain – lain 

PendapatanAsli Daerah. 

(3) Kuasa BUD akanmemproses SPM Non 

Anggaransebagaimanadimaksudpadaayat (1) menjadi SP2D Non 

AnggaransebagaiPenerimaan Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 

(4) Dalamhalsetelahdilakukannyapenerbitan SP2D Non Anggaran, 

tetapidikemudianhariterdapatpihakketiga yang 

menuntutuntukpencairanjaminanpemeliharaan (retensi 5%) 

dengandisertaidokumenpendukung yang benardansah, 

makaharusdianggarkankembalidalam APBD 

sesuaidenganketentuantentangpedomanpenyusunan APBD. 

(5) SetelahRekeningKas Non Anggaranbersaldo nihil, makaRekeningKas Non 

Anggarantersebut agar segeradilakukanpenutupanrekening. 

 

BAB III 

PELAPORAN 

Pasal 6 

(1) Jaminanpemeliharaan (retensi 5%) yang belumdikeluarkandari RKUD 

dicatatsebagaiHutangJangkaPendekLainnya. 

(2) Dalamhaltelahditerbitkan SP2D sebagaimanadimaksuddalamPasal4ayat (3) 

makaPerangkat Daerah /SKPKD melakukanhal-halsebagaiberikut : 

a. Mencatatrealisasibelanjasesuai SP2D; 

b. MelakukankoreksikurangatasHutangJangkaPendekLainnya; dan 

c. Mencatatkembalikas yang dikeluarkansesuai SP2D 

tersebutsebagaipenerimaan Lain-Lain PendapatanAsli Daerah. 

(3) Apabilatelahditerbitkan SP2D Non 

AnggaransebagaimanadimaksudpadaPasal5ayat (3) maka SKPD/SKPKD 

melakukanhal-halsebagaiberikut : 

a. MelakukankoreksikurangatasHutangJangkaPendekLainnya. 

b. Mencatatkembalikas yang dikeluarkansesuai SP2D Non 

Anggarantersebutsebagaipenerimaan Lain-Lain PendapatanAsli Daerah. 

(4) Teknismengenaipepncatatanakuntansiataspelaporanakandiaturlebihlanjutol

eh PPKD. 



 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita DaerahKabupatenBrebes. 

 

Ditetapkan di Brebes 

pada tanggal 4 mei 2021 

 

BUPATI BREBES, 

 

TTD 

 

IDZA PRIYANTI 

 Diundangkan di Brebes 

pada tanggal 4 Mei 2021 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BREBES 

 
Ttd 

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T 

Pembina Utama Madya 
NIP. 19650903 198903 1 010 

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES 

TAHUN 2021 NOMOR 33 
 


